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PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili  perkara

pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan

atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  bertempat  kediaman  di  Kabupaten  Polewali

Mandar, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir

Mobil,  bertempat  kediaman  di   Kabupaten  Polewali  Mandar,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan  dan  menerima  keadaan-keadaan  mengenai  duduk

perkaranya  ini  sebagaimana  tertera  dalam  putusan  sela  tertanggal  29

Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Menetapkan,  memerintahkan  kepada  Penggugat  untuk  mengucapkan

sumpah tambahan dengan lafazh sumpah :  “Wallahi,  Demi  Allah Saya

bersumpah, bahwa semua yang Saya dalilkan dalam surat gugatan Saya

adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”;

2. Menetapkan  bahwa  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini,  akan  di

perhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk 

mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;
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Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  Pengadilan  Agama  Polewali perihal  tersebut

bersandar  pada  apa  yang  telah  dipertimbangkan  dalam  putusan  sela

tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Penggugat  yang

berkaitan dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan

dengan sumpah tambahan (suppletoir) Penggugat di hadapan sidang, maka

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah

pada tanggal  3 Oktober 1989 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah

tangga selama 29 (dua puluh sembilan) tahun lebih dan telah dikaruniai 4

(empat) orang anak;

3. Bahwa Penggugat  telah pergi  meninggalkan rumah kediaman bersama

sejak  bulan  Mei  2019  hingga  sekarang  karena  Penggugat  mendapat

kabar  bahwa Tergugat  telah  menikah lagi  dengan perempuan lain  dan

telah  membina  rumah  tangga  dengan  perempuan  tersebut  selama  10

(sepuluh) tahun lamanya;

4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi  lagi  dan tidak nafkah yang diberikan oleh Tergugat  kepada

Penggugat;

5. Bahwa  Penggugat  telah  diupayakan  agar  kembali  rukun  bersama

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  kediaman

selama 3 (tiga) bulan lebih;

2. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun

kembali;
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3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

4. Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  ada  upaya  damai

namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  prinsip  terjadinya  perkawinan  adalah  untuk

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  dan  diperintahkan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat

(suami-isteri)  untuk  bergaul  dengan  baik  (mu’asyarah  bil  ma’ruf)

sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

تكَرَْهوُاْ أنَْ فعَسََى كرَهِتْمُُوهْنُّ فإَنِْ باِلمَْعرُْوفِْ وعَاَشِرُوهْنُّ
ئا ا فيِهِْ اللهُ يجَْعلََ وَ شَيئْ ا خَيرْئ كثَيِرئْ

Artinya:  “....  dan  bergaullah  dengan  mereka  secara  patut.  kemudian  bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin
kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak.”

Menimbang,  bahwa  akan  halnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih, di

mana  Penggugat  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  karena

Tergugat  telah  menikah  dengan  perempuan  lain  tanpa  sepengetahuan

Penggugat. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya

ikatan  batin  Penggugat,  sehingga  telah  memasuki  kategori  pecahnya

perkawinan (broken marriage). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu

menepis  setiap  anjuran  Majelis  Hakim  dalam  setiap  persidangan  untuk

mempertahankan  rumah  tangganya  dan  tetap  pada  pendiriannya  untuk

bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan

gugatan Penggugat telah memenuhi  maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.  Pasal 116 huruf (f)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  berpisah

selama 3 (tiga) bulan lebih dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat,

dalam setiap  persidangan  Majelis  Hakim  telah  berupaya  maksimal  untuk
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mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar

kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang

kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga

perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai  rumah tangga yang

sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan

tujuan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  3  Instruksi  Presiden  RI

Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia  yaitu

mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah dan

rahmah. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah

tangga  mereka,  maka  hal  tersebut  hanya  akan  menimbulkan  mudharat

ketimbang manfaatnya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesimpulan  Penggugat  di  depan

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat

dan  oleh  karena  gugatan  Penggugat  dikabulkan  sehingga  dengan

memperhatikan  pendapat  ahli  fiqh dalam  Kitab  Bughyah  al-Mustarsyidin,

halaman  239  dan  pendapat  Syeikh  Sayyid  Sabiq  dalam  kitab  Fiqh  as-

Sunnah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang

berbunyi:

ينِْ وَ مَهمَََْا يكَنُْ رََ فىِ اجْتمَََِاعِ بيَنَْ مُتبَاَغِضَََ َْ ولََ خَي
اَ فإَنِهُّ مِنَ ئَ ََاَنَ اوَْ تاَفيِ ا ك رَئ َْ ََذاَ النزَّاعِ خَطيِ باَبُ هَ ََْ أسَ
الخَْيرِْ أنَْ تنَتْهَيَِ العْلَقَةَُ الزّوجِْيةُّ بيَنَْ هذَيَنِْ الزّوجَْينِْ

Artinya:  “Dan  tidak  ada  manfaat  yang  dapat  diharapkan  dalam
mengumpulkan  dua  orang  yang  saling  membenci,  terlepas  dari
masalah  penyebab  pertengkaran  itu  besar  atau  kecil,  namun
sesungguhnya  yang  lebih  baik  adalah  dengan  mengakhiri
hubungan  kehidupan  rumah  tangga  antara  pasangan  suami-istri
tersebut.”

رََافِفإَذِاَ  َِ ثبَتََ دعَوْاَهاَ لدَىَ القَْاضِي ببِيَنّةَِ الزّوجَْةِ اوَاِعتْ
رَةِ بيَنَْ الزّوجَْةِ وكَاَنَ الْيِذاَءُ مِمّا يطُاَقُ مَعهَُ دوَاَمُ العْشََُْ
امَْثاَلهِاَ وَ عجَُزَ القْاضَِي عنَِ الْصِْلحَِ بيَنْهَمَُا طلُقَََّا طلَقََََةئ

باَئنِةَئ
Artinya :  “Apabila  hakim telah menemukan bukti-bukti  yang diajukan oleh

Penggugat  (istri)  atau  Tergugat  telah  memberikan  pengakuan,
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sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak
mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami
istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim
boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

maka  Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat  tersebut  dengan

menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam bidang  perkawinan,

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan  Agama  Polewali  pada  hari  Kamis  tanggal  29 Agustus  2019

Miladiah  bertepatan  dengan  tanggal  28  Zulhijjah 1440 Hijriah  oleh  kami,

Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

dan Achmad  Sarkowi,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota  tersebut,  dihadiri  oleh  Dra.  Hj.  Hasnawiyah  selaku  Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I. Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara : 

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. ATK Perkara : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp680.000,00

4. Redaksi : Rp10.000,00

5. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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